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Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di 

Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang 

ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian 

lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengakuan 

hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat. adalah pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan sumber daya 

alam secara substantive. Sebagai bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang liniear dengan perwujudan nilai-

nilai hak asasi manusia relefan dalam generasi hak ketiga. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Papua Barat 

Abstract. This study intended to identify the implementation of the recognition of ulayat right as the customary right of 

people in West Papua. The study method used qualitatively with a type of qualitative descriptive approach, this aimed to 

reveal event or fact, circumstance, phenomena, variable and circumstance occured during research by presenting what 

actually happened. This type of qualitative descriptive study was used to examine the natural condition of object, where the 

researcher is the key instrument. Data collection techniques are carried out through observation, interview and 

comprehensive review of document and literature in accordance with the specified problem formulation. At the stage of data 

analysis was carried out with an inductive reasoning model. The result and discussion in the study emphasize more on the 

meaning of the data obtained. The results of the research showed that the implementation of the recognition of ulayat right as 

customary community right in West Papua is the recognition and protection also substantive empowerment of natural 

resource. As part of the living space of West Papuan society which is linear with the realization of human right values in the 

third generation of right. 
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Pendahuluan 

Provinsi Papua Barat secara sosial budaya dalam bingkai kebudayaan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan 

kebangsaan dengan provinsi Papua. Secara wilayah sebagai Papua Indonesia berbeda dengan Papua New Guinea (PNG). 

Secara filosofis dalam pengakuan masyarakat, tempatan kedua provinsi ini seringkali secara bersama disebut sebagai Tanah 

Papua melalui perjanjian atau komitmen sebagaimana yag terdapat pada kalimat “dua untuk satu dan satu untuk dua”. 

Kalimat tersebut mengandung makna yakni terdapatnya satu Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu untuk Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat. Kalimat tersebut mengandung makna bahwa Satu Provinsi dengan latar dan kultur yang sama yaitu 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejatinya adalah untuk satu tujuan pembangunan. 

Secara histori, budaya dan peradaban yang dimiliki oleh masyarakat lokal Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat terdapat kesamaan perjalanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas 

dasar kesamaan tersebut maka diberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat. Ketika mengamati proses pembangunan yang saat ini terjadi di Provinsi Papua Barat, masih 

terdapatnya beberapa catatan-catatan penting mengenai masalah yang perlu diselesaikan. Hal tersebut nampak dari 

keikutsertaan dan keterlibatan dari Masyarakat Adat dalam rangka mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan di 

Papua Barat. Terdapatnya permasalahan yang kompleks dapat memberikan gangguan kelancaran pembangunan adalah salah 
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satunya mengenai hak ulayat. Hak Ulayat adalah kewenangan yang secara adat terdapat dalam sistem Masyarakat Adat atas 

dasar wilayah tertentu yang merupakan bagian dari lingkungan penduduk lokal, dimana terdapat kewenangan yang 

memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (termasuk tanah) dalam wilayah tersebut bagi 

kelangsungan hidupnya.  

Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud adalah memiliki hubungan yang secara lahir dan batin turun temurun dan 

tidak terputus antara Masyarakat Adat dengan wilayah yang bersangkutan. Kondisi Papua Barat identic dengan atau kebiasaan 

yang saat ini masih seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Meskipun demikian, masyarakat 

yang bermukim di kota-kota besar seperti di Jayapura dan Sorong secara perlahan sudah mulai menerapkan kehidupan 

modern dan perlahan juga meninggalkan adat yang menjadi ciri khas Papua Barat. Saat ini masyarakat yang mendiami 

wilayah pedalaman hutan Papua Barat atau Suku Native Papua, serta masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah 

pedalaman desa atau perkampungan lokal masih tetap menjunjung tinggi adat tersebut.  

Masyarakat Adat yang berada di Tanah Papua yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat 7 pembagian 

wilayah budaya, yaitu Wilayah I disebut sebagai wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang berada pada dataran sungai 

Mamberamo, sungai Tami. Untuk wilayah II yang disebut sebagai wilayah adat budaya Saireri yaitu suku yang mendiami 

wilayah Teluk Saireri. Wilayah III disebut sebagai wilayah adat Doberay yaitu suku yang mendiami daerah Kepala Burung. 

Wilayah IV disebut dengan wilayah adat budaya Bomberai yang meliputi suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga 

ke Mimika. Wilayah V yang disebut sebagai wilayah adat budaya HA-Anim yaitu wilayah yang dihuni oleh suku-suku yang 

menetap di daerah Asmat sampai Kondo (Merauke). Wilayah VI merupakan wilayah adat budaya La Pago yang diantaranya 

terdiri dari suku yang mendiami daerah pegunungan Tengah bagian Timur, dan Wilayah VII adalah wilayah adat budaya Me 

Pago yang meliputi suku mendiami daerah pegunungan tengah bagian barat.  

Berdasarkan batas wilayah adat budaya Papua, Provinsi Papua Barat merupakan wilayah adat budaya Doberay dan 

Bomberai dari orang Papua di Tanah Papua, Indonesia. Orang Papua yang menghuni wilayah adat budaya Doberai dan 

Bomnberai Papua Barat secara adat budaya juga merupakan memiliki keterikatan sosial dengan sesama jenis (Homo 

Humanicus) serta terdapat keterikatan dengan alam dimana mereka berada (homo humanicus). Selain itu, individu ini juga 

memiliki keterikatan emosional dengan alam dimana mereka berada (Homo Economicus). Dalam hal keterikatan ini, dapatlah 

dilihat dari aspek interaksi dan komunikasi diantara mereka baik terhadap sesama individu maupun dengan alam sekitarnya.  

Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa “Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak 

kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada ketentuan adat tertentu dengan rasa solidaritas 

yang tinggi diantara para anggotanya.  Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), merupakan langkah strategis dan 

konsisten dalam mewujudkan perlindungan Masyarakat Adat di Papua. Pada pasal 19 ayat (1) “MRP beranggotakan orang-

orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-

masing sepertiga dari total anggota MRP. Ayat (2) Masa Keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Ayat (3) Keanggotaan dan 

jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus. Ayat (4) Kedudukan Keuangan MRP 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pasal 20 ayat (1), MRP mempunyai tugas dan wewenang. Memberikan saran, 

pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah 

Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua Barat khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli 

Papua. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan 

masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. 

Namun demikian, kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat 

aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia warga masyarakat adat di Papua Barat serta sarana dan prasarana yang 

masih sangat minim merupakan fenomena umum yang masih sulit ditanggulangi. Selanjutnya, terdapatnya kendala sosialisasi 

peraturan perundang-undangan tersebut serta keseriusan dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga mengganjal dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah 

belum adanya penyelarasan persepsi diantara pihak-pihak terkait, serta adanya pemanfaatan pertanahan adat. 

Otonomi khusus di Papua yang terpusat pada tingkat provinsi, bukan didesentralisasikan pada kabupaten/ kota, 

ternyata juga menjadikan tidak aplikatifnya semangat, cita-cita dan upaya untuk melakukan perlindungan pertanahan adat di 

Papua. Konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi dengan Masyarakat Adat di Papua berkali-kali terjadi. Sehingga 

upaya untuk menuju masyarakat sejahtera di Papua masih Papua Barat diupayakan meskipun berbagai peraturan perundang-

undangan sudah diberlakukan.  

Dengan berbagai keterbatasannya, perkembangan Masyarakat Adat di Papua dalam pengelolaan pertanahan, ternyata 

tidak berubah. Sebagai fenomena umum, dari banyak penegasan yang dikemukakan berbagai pakar, di luar wilayah perkotaan 

dan tanah-tanah yang dikuasai negara (instansi pemerintah), dan oleh sementara pihak yang lain, merupakan tanah ulayat yang 

dimiliki oleh Masyarakat Adat. Pada saat yang sama, negara yang mengeluarkan produk peraturan perundangundangan 

tertentu, misalnya Undang-Undang Kehutanan mempersyaratkan sesuai administrasi pada era modern, sehingga perlindungan 

pertanahan adat di Papua menjadi mengambang. 

Suatu pertimbangan Masyarakat Adat dalam negara kesejahteraan di Papua, telah dan terus diwujudkan melalui 

pendekatan dan peraturan perundangundangan lainnya. Upaya ini telah diantisipasi dan dilaksanakan secara serius, dan 

konsisten oleh penyelenggara negara. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat mulai tahun 2015 dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan berbasis wilayah adat, sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam Buku III Bab II Arah 

Pengembangan Wilayah Papua RPJMN 2015-2019. Pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat digunakan untuk 

memudahkan intervensi pembangunan, dengan mengelompokkan wilayah Papua berdasarkan kedekatan kondisi geografis, 

adat, dan budaya. Kegiatan Temu Kawasan Adat dilaksanakan diseluruh 5 wilayah adat (di salah satu Kabupaten Provinsi 
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Papua, yaitu wilayah adat Saireri (Biak), Mamta (Sarmi), Me Pego (Mimika), La Pago (Wamena), dan Aniem-Ha (Merauke) 

pada tanggal 10-25 Maret 2015. 

Upaya mewujudkan perlindungan pertanahan adat di Papua sekaligus menuju negara kesejahteraan, sudah barang tentu 

telah berlangsung lama, paling tidak berkenaan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 

Khusus di Papua, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, serangkaian pembangunan ekonomi dan infrastruktur 

telah dan terus dilakukan. Dalam pembangunan ekonomi misalnya, pengelolaan tambang tembaga dan kemudian emas di 

Timika, telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Persoalan tanah adat yang digarap atau dikerjakan oleh PT Freeport, seringkali 

menjadi isu politik nasional yang pada gilirannya akan berpotensi mengecilkan perlindungan tanah adat di Papua.  

Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat komunitas adat budaya yang memiliki perbedaan terhadap 

komunitas adat budaya Papua yang terdapat di lima wilayah lainnya. Dalam hal memahami kondisi tentang kehidupan orang 

Papua (adat budaya Doberai dan Bomberai Papua), maka seyogyanya kita dapat melihat dari aspek lembaga-lembaga yang 

tertua dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat lokal sebagai homo kulturalis. Lembaga-lembaga tersebut melingkupi 

sistem kekerabatan, kekerabatan bahasa, cerita rakyat (Folklore), tipologi perkawinan dan norma atau adat lainnya seperti 

aspek politik tradisional hingga penguasaan hak atas tanah.  

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua 

Barat. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara 

komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model 

penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. 

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling.  

Hasil dan Pembahasan 

Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) justru mengandung tuntutan pembaruan 

kesatuan Masyarakat Adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan 

moderen. Selanjutnya, hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, 

hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dan tanah serta air, atau hasil hutan dan lain di sekitarnya. Pengakuan dan 

penghormatan tersebut tidak berarti menjadi hak yang tidak dapat disentuh atau diatur. Negara atau pemerintah berwenang 

mengatur berbagai hak tradisional tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, tanpa merugikan kepentingan 

Masyarakat Adat yang mempunyai hubungan langsung dengan hak tradisional tersebut. 

Implikasi dari belum tersedianya peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan masih seringkali terjadi 

permasalahan antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat yang berlarut-larut. Semua pihak tentu tidak menghendaki 

terjadinya konflik sosial yang bercorak kekerasan, disebabkan adanya perlakuan tidak adil dari pihak luar atas hak-hak atas 

tanah ulayat yang sudah dikuasai Masyarakat Adat secara turun temurun. 

Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli mengatakan bahwa: 

“baik masyarakat maupun pemerintah daerah saat ini menyambut baik dengan adanya kegiatan sosialisasi Peraturan 

Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. Pada umumnya masyarakat 

setuju wilayahnya sudah merencanakan pemetaan wilayah adat sebagai salah satu dasar pengakuan wilayah, ada 

yang berjalan dengan baik, namun ada pula yang masih jalan di tempat. Kabupaten Sorong Selatan pernah 

menganggarkan Rp1,5 miliar yang diberikan ke dewan adat untuk membuat pemetaan, tapi tidak jalan. Anggaran 

dana tersebut yang diharapkan dapat membawa perubahan tidak dipergunakan secara optimal.” (Wawancara, 23 

Maret 2023).  

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa  

“Pemuda yang datang mewakili Suku Besar Arfak dan Suku Doreri yang mendiami Kota Manokwari, berpandangan 

selain pengakuan wilayah di daratan, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan terhadap wilayah pesisir. Karena 

beberapa suku di Papua Barat sangat mengandalkan laut sebagai tempat untuk mencari pencaharian, seperti 

masyarakat di pesisir Manokwari sampai Teluk Wondama. Masyarakat sangat berharap peraturan ini mengakomodir 

masyarakat pesisir. (Wawancara, 24 Maret 2023).  

Selanjutnya menurut informan Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa; “Dengan adanya pengakuan wilayah 

masyarakat adat tersebut, investasi ke daerah mereka tetap bisa masuk dengan tetap menghormati hak-hak 

masyarakat adat dan menjaga lingkungan. Masyarakat adat menaruh harapan agar bisa mengelola dan mendapatkan 

hasil dengan baik. Harapan tersebut agar dapat mengelola dan mendapatkan hasil keuntungan untuk jangka waktu 

20 tahun yang akan datang. Selain itu juga juga menaruh harapan agar pemerintah segera memberlakukan batas 

tanah negara dan tanah ulayat di Tanah Papua. (Wawancara, 01 April 2023).  

Selain itu informan penelitian Filemon Ulimpa, pemuda tokoh masyarakat dari Kampung Kwakeik Distrik Klayili di 

Kabupaten Sorong mengatakan bahwa,  
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“Meminta pemerintah daerah untuk lebih berfokus pada proses pengakuan wilayah adat. Kondisi ini disebabkan, 

selama ini dana otonomi khusus lebih banyak dihabiskan untuk pembangunan. Sedangkan perhatian terhadap 

penetapan wilayah adat masih kurang. Akibatnya sering terjadi konflik antara masyarakat adat dengan investor yang 

masuk ke wilayah mereka. Belum lagi konflik antarmarga yang wilayahnya berbatasan. Harapan masyarakat dengan 

adanya Pergub ini, pemerintah akan fokus. Sementara untuk proses pembangunan sebaiknya ditunda dulu dan fokus 

kepada masyarakat adat. (Wawancara, 07 April 2023) 

Selanjutnya informan Martinus Maga, salah satu tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan 

bahwa,  

“Pengakuan wilayah Masyarakat Adat di Papua Barat hendaknya difokuskan pada tingkat pemerintahan daerah. Hal 

ini untuk menghindari pemborosan dana anggaran yang disebabkan adanya otonomi khusus yang cenderung 

dipergunakan pada aspek pembangunan semata, sementara masalah hak ulayat masih belum diselesaikan secara 

optimal. Upaya ini dilakukan untuk menghindari konflik diantara Masyarakat Adat di Papua Barat dengan investor. 

(Wawancara, 20 April 2023).  

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, salah satu tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Wakil 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 

mengatakan bahwa;  

“Melalui pengakuan wilayah Masyarakat Adat diharapkan investasi yang saat ini berlangsung tetap terjalin dan 

berkesinambungan serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat dengan menjunjung tinggi hak dasar dan 

menghormati hak adat serta menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat adat menaruh harapan besar agar 

mereka dapat terlibat secara optimal, sehingga mampu mendapatkan hasil keuntungan ekonomi, politik dan budaya 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu masyarakat lokal juga menaruh harapan kepada pemerintah 

daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar segera memberlakukan batas tanah Negara dan batas 

tanah ulayat di wilayah Papua Barat. (Wawancara, 21 April 2023). 

Pada prinsipnya, hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat. Hak ulayat Masyarakat Adat diakui 

keberadaannya. Apabila hak ulayat tersebut akan dipergunakan oleh pihak lain, Papua Baratlah atas persetujuan masyarakat 

pemilik hak ulayat tersebut. Hak ulayat hanya diberikan jika pada kenyataannya masyarakat adat tersebut masih ada. 

Persyaratan ini tidak mudah dipenuhi, dan prosedurnya pun belum dipahami dengan baik. Dengan demikian maka, dengan 

adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupaya merehabilitasi hak-hak konstitusional 

masyarakat adat, secara bertahap masyarakat daerah tersebut mulai dirasakan oleh rakyat, namun masih banyak daerah 

kurang perhatiannya terhadap rakyatnya. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa  implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak Masyarakat 

Adat di Papua Barat adalah pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan sumber daya alam secara substantive. Sebagai 

bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang liniear dengan perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia relefan 

dalam generasi hak ketiga. 
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